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Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon |
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Terbuka

Selasa, 5 April 2022

10.30 WIB s.d. Selesai

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK 1V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 23 Maret
2022 dan lain-lain.

Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Anggia Erma Rini,
MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV
DPR RI)

A. 44 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris
Jenderal);

2. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur
Jenderal);

3. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap);

4. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya);

5. Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.
(Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);

6. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan);

7. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan);
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8. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan);

9.Ir. Hari Maryadi, M.Si. (Plt. Kepala Badan
Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan);

10. Sigit Muhartono, Direktur Utama PT Perikanan
Indonesia (Persero); dan

11. Arif Haendra, Direktur Utama PT Garam
(Persero).

PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon | Kementerian Kelautan dan
Perikanan, membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 23 Maret 2022
dan lain-lain, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E.
(Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk
umum.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan
rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan
Perikanan tahun 2023 yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat
berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan
untuk segera meminta data penerima bantuan pupuk bersubsidi
kelompok pembudi daya ikan tradisional (Pokdakan) kepada
Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan verifikasi ulang
data tersebut untuk dijadikan dasar usulan alokasi anggaran pupuk
bersubsidi pembudi daya ikan tahun 2022 kepada Kementerian
Keuangan.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan,
khususnya Badan Layanan Umum LPMUKP untuk membuat selebaran
singkat mengenai skema pembiayaan bantuan pinjaman permodalan
bagi pelaku usaha kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI
meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan
sosialisasi bersama Komisi IV DPR RI dalam rangka memberikan
bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan secara jelas dan terperinci
kepada masyarakat kelautan perikanan yang membutuhkan.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
melakukan uji kelayakan terhadap konsep kebijakan penangkapan ikan
terukur berbasis kuota di zona industri Wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan
bagi pelaku usaha dan nelayan kecil agar tidak menimbulkan konflik di
kemudian hari.
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. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan

secara serius memperjuangkan alokasi anggaran program dan
kegiatan tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas
triliun rupiah) kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan
mengedepankan potensi kelautan perikanan, khususnya laut sebagai
poros maritim dunia sebagaimana visi besar Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo.

. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

meningkatkan aspek pengawasan di wilayah perairan yang rawan
pencurian ikan oleh kapal asing serta meminta untuk berkoordinasi
dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan
terhadap bantuan Pemerintah, terutama penyaluran BBM bersubsidi
untuk nelayan kecil serta benih ikan dan ukurannya di beberapa
daerah yang sering terjadi kematian saat distribusi menuju lokasi.

. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan

Perikanan untuk menggunakan pendanaan dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 terutama bagi kapal 5 GT dalam
rangka menjalin harmonisasi dan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI.

. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT

Perikanan Indonesia (Persero), Kementerian Keuangan, dan BPH
Migas untuk mencari solusi dan menjawab berbagai permasalahan
yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Sumatera Utara
karena terindikasi adanya dualisme tata kelola pengelolaan serta
berkoodinasi terkait dengan kuota BBM bersubsidi yang masih kurang,
retribusi atau PNBP, dan pembentukan kelembagaan melalui BLU
dalam rangka tercapainya kesejahteraan nelayan.

. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan

untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk
mengurangi kuota impor garam industri sesuai dengan kebutuhan,
mengingat produksi garam dalam negeri mengalami surplus dan
terindikasi adanya kebocoran garam industri ke pasar-pasar.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Sekretaris Jenderal Komisi IV DPR RI
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ketua Rapat,
Ttd. Ttd.
Antam Novambar Sudin, S.E.
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